



A. Latar Belakang Masalah 
Ketentuan dalam  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “tiap-
tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan.” Sehingga, negara berkewajiban untuk  kesejahteraan warga 
negaranya, dalam hal berarti pekerjaan yang layak untuk warga Negara 
Indonesia harus terpenuhi. Di era globalisasi ini, pentingnya akan kebutuhan 
tenaga ahli di Indonesia yang profesional membuat perusahaan-perusahaan, 
baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga kerja asing. 
Dalam bidang ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan UUD 1945 disebutkan 
dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mana berimplikasi pada kewajiban 
Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan 
yang layak bagi kemanusiaan.1 
Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “setiap orang 
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja”, sehingga pengaturan tersebut sebagai landasan 
terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia terhadap kondisi 
pasar kerja dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan Internasional dan 
liberalisasi pasar bebas dengan berkaitan kepentingan nasional untuk 
memberikan perlindungan terhadap kesempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). 
Indonesia mulai beradaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya 
adalah bidang tenaga kerja dengan berlakunya Mayarakat Ekonomi Asean 
(MEA)  tenaga kerja asing dapat lebih mudah untuk masuk pasar Indonesia. 
Karena dengan MEA diyakini membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat 
dan Indonesia, sehingga, memiliki daya saing di antara kawasan Negara-negara 
                                                 
1 I Wayan Gde Wiryawan.. “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum 
Ketenagakerjaan di Indonesia.”Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana.Volume 19 Nomor 2. Juli 
2013.Hal.142 
ASEAN.2 MEA dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi 
di kawasan agar tercipta tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  
Penggunaan TKA secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek 
keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya TKA harus mendapatkan ijin kerja 
dari Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan penggunaan TKA adalah untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang 
belum dapat terisi oleh TKI dengan percepatan ahli teknologi dan keahlian 
serta  peningkatan investasi. Sehingga TKA di Indonesia tidak dapat dihindari 
penggunaannya, dan pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah 
mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yakni mereka TKA yang membawa 
modal (sebagai investor) dan membawa skill dalam hal transfer of knowledge. 
Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan 
harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia .3 
Pengaturan mengenai TKA diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur pada Bab VIII tentang penggunaan 
TKA. Kemudian dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan 
kepada orang asing yang berkepastian hukum terhadap pemberian Izin Tinggal 
Keimigrasian sebagai Tenaga Kerja Asing dipandang sangat penting bagi peran 
pihak Imigrasi.. Didalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu 
Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur- unsur 
kolonial dalam struktur ekonomi negara kita dalam lapangan usaha yang vital 
bagi perekonomian nasional.4 
Berdasarkan kebijakan Selektif  (Selective Policy) yang dijabarkan 
pada paragaf  ke VIII penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
Tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa, “hanya Orang Asing yang 
memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban  
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umum diperbolehkan  masuk dan berada di wilayah Indonesia.“ 5 Maka tenaga 
kerja asing di Indonesia adalah mereka yang benar-benar memberikan manfaat 
yaitu ahli teknologi dan ahli keahlian terhadap tenaga kerja lokal sehingga 
politik hukum ketenagakerjaan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Negara. 
Orang asing dapat dengan mudah masuk ke negeri ini salah satunya 
adalah adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan yang 
diberlakukan sejak pertengahan tahun 2015 silam. Dikeluarkan nya Peraturan 
Presiden (Perpers) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang 
memberikan bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Adanya kebijakan bebas 
visa oleh pemerintah ini sebenarnya dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah 
kunjungan wisatawan asing Indonesia. Namun, fakta di lapangan banyak warga 
negara asing (WNA) yang memanfaatkan visa wisata untuk bekerja. 
Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia khususnya dari Negara 
Cina dengan jumlah sangat besar karena semakin terbukanya negeri ini bagi 
lalu-lintas orang dari negara-negara lain. Jumlah tenaga kerja asing yang 
berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja 
meningkat 7,5 persen. Pemberlakuan bebas visa kunjungan ini dikhawatirkan 
membawa dampak negatif berupa menyusupnya para pekerja asing secara 
ilegal ke Indonesia terutama berasal dari Cina Pada saat yang sama, kebijakan 
bebas visa ini dapat pula menjadi celah bagi masuknya para teroris, pengedar 
narkoba dan para pelaku kejahatan lainnya.6 
Terbukanya pintu dengan memberikan fasilitas terhadap TKA yang 
akan bekerja di Indonesia, maka diharapkan penggunaan TKA pada perusahaan 
di Indonesia dapat tepat guna sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. 
Sehingga kedatangan TKA diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada paragraf ke IV, yang mengatakan 
bahwa “dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan dan mempercepat alih ilmu 
pengetahuan dan teknologi tenaga kerja asing dengan tenaga dalam negeri di 
Indonesia, maka penggunaan TKA harus sesuai tujuan Negara dalam 
pembangunan nasional dan berdasarkan aspek hukum keimigrasian dan hukum 
ketenagakerjaan juga peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan 
TKA di Indonesia.  
Prosedur pengawasan yang ketat dan selektif perlu dilakukan, mulai 
dari pemberian Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada  perwakilan 
Republik Indonesia di luar negeri, kegiatan yang dilakukan hingga orang asing 
meninggalkan wilayah Indonesia maka diharapkan akan memberikan saringan 
dan pengawasan yang efektif terhadap orang asing, sesuai dengan sistem 
hukum yang berlaku di Indonesia dahulu.7 Sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Bab VI pasal 66-
73 yang mengatur Tentang Pengawasan Keimigrasian. Kegiatan Pengawasan 
merupakan  inti  untuk mengadakan evaluasi dan penerapan tindakan korektif 
dalam mencapai sasaran hasil yang telah direncanakan atau rencana yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu.  Karena apabila suatu peraturan perundang-
undangan yang diberlakukan, tanpa dilakukan pengawasan yang efektif maka 
dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan atau tidak berjalan sebagaimana 
mestinya. Sehingga Pengawasan menjadi seperti pengawal dan pendeteksi 
apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran. 
Selain fungsi lembaga keimigrasian dalam hal pengawasan terhadap 
keberadaan  orang asing khususnya tenaga kerja asing, juga sangat penting bagi 
lembaga ketenagakerjaan. Pengawasan untuk tenaga kerja termasuk tenaga 
kerja asing (TKA) sesuai dengan kebijakan selektif dilakukan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan. Maka, penyempurnaan terhadap sistem 
pengawasan ketenagakerjaan harus di lakukan agar peraturan perundang-
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undangan dapat dilakukan secara efektif. Dalam pengawasan terhadap TKA 
ada beberapa kementerian/lembaga yang bertanggung jawab, yaitu 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan 
Polri. Selanjutnya pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem 
mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan dapat ditegakkan. 
Peran aparat penegak hukum untuk mengetahui sistem hukum 
pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia sangat diperlukan sehingga, dapat 
mengidentifikasi, mendeteksi, dan mengambil langkah tepat dalam rangka 
pengawasan yang lebih efektif dan untuk penegakan hukum itu sendiri. Baik 
dengan melakukan peningkatan atau merubah sistem tata cara pengawasan, 
namun tetap berlandaskan dengan hukum dan perundang- undangan yang 
berlaku. Hal ini sesuai pengertian dari negara hukum, dimana negara yang 
berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah 
segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, 
semata- mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.8 
Menurut  Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Saleh Partaonan Daulay mengatakan kebijakan bebas visa tidak diimbangi 
dengan ketatnya pengawasan. Karena sebenarnya ada juga Tim Pengawas 
Orang Asing (Pora) yang sudah berjalan, namun sejauh ini dinilai tidak 
maksimal dalam melakukan pengawasan. Karena faktanya, belum lama ini ada 
41 TKA asal China yang bekerja secara ilegal. Karena adanya pemberlakukan 
bebas visa adalah untuk memenuhi target kedatangan wisata asing ke 
Indonesia. Namun, fakta di lapangan banyak warga negara asing (WNA) yang 
memanfaatkan visa wisata untuk bekerja.9  
Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji 
lebih mendalam dalam sebuah tesis yang berjudul “KEBIJAKAN SELEKTIF 
KEIMIGRASIAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 
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DALAM MEWUJUDKAN POLITIK HUKUM TENAGA KERJA ASING 
DI INDONESIA” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, dan  
permasalahan yang diteliti menjadi jelas sehingga penelitian hukum mencapai 
tujuan yang diinginkan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian 
ini adalahj sebagai berikut: 
1. Bagaimana kebijakan selektif kemigrasian dalam mewujudkan politik 
hukum tenaga kerja asing di Indonesia ?  
2. Apakah pengawasan ketenagakerjaan sudah dapat mewujudkan politik 
hukum tenaga kerja asing ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk menganalisis mengenai kebijakan selektif keimigrasian dalam 
mewujudkan  politik hukum tenaga kerja asing di Indonesia. 
b. Untuk mengetahui mengenai  pengawasan ketenagakerjaan dalam 
mewujudkan politik tenaga kerja asing Indonesia.  
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis pada bidang ilmu hukum 
khususnya dibidang Hukum Kebijakan Publik . 
b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister 
Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam sebuah penelitian di harapkan melahirkan manfaat yang 
berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun 
manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian  ini diantaranya adalah 
sebagai berikut :  
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan tambahan untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia 
khususnya yang berkaitan dengan hukum kebijakan publik; 
b. Menambah wawasan  dan dapat dijadikan bahan referensi karya ilmiah  
serta masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan  datang.  
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan  penjelasan yang bersifat peskriptif  sebagai pelaku 
akademisi dan membagi ilmu pengetahuan di bidang hukum yang 
berguna bagi pengembangan kemampuan hukum penulis dibidang ilmu 
hukum kebijalkan publik; 
b.   Mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan penulis selama 
mengikuti bangku perkuliahan. 
 
 
 
 
